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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata 

kuliah wajib tempuh untuk melatih mahasiswa untuk menetapkan 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dalam suatu proses 

pembelajaran sesuai bidang studinya masing-masing sehingga mahasiswa 

mendapatkan pengalaman faktual yang dapat digunakan sebagai dasar 

untuk mengembangkan diri sebagai calon tenaga kerja yang profesional 

dan bertanggung jawab.Untuk medapatkan tenaga kerja demikian perlu 

adanya pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang baik, sehingga 

menghasilkan SDM yang berkualitas, disertai keterampilan serta 

kedisiplinan yang tinggi, semua dapat dilakukan melalui dunia pendidikan 

dan pelatihan. Pelatihan itu sendiri yaitu Program Pengalaman Lapangan. 

Dalam hal ini, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) 

mewajibkan para mahasiswa semester akhir untuk melakukan program 

yang disebut PPL khususnya Diploma III Manajemen Perpajakan. 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) dilakukan di Kantor Pajak 

Pelayanan (KPP), dimana mahasiswa dapat memperhatikan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya selama menjalankan 

Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) selain 

merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi bagi 

1 
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mahasiswa Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bekerja sama dengan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, dengan harapan 

mahasiswa yang melakukan Program Pengalaman Lapangan ini dapat 

mengaplikasikan ilmu yang diterima selama masa perkuliahan dengan 

kenyataan dunia kerja. Selain itu dengan mengikuti Program Pengalaman 

Lapangan mahasiwa tersebut dapat mengembangkan ilmunya dan 

menumbuhkan rasa profesional dalam kerja. Fakultas Ekonomi 

menyiapkan mahasiswa yang memiliki minat menjadi tenaga kerja dalam 

bidang ekonomi. Para calon tenaga kerja nantinya akan dididik dan dilatih 

untuk mempersiapkan diri mereka kelak saat menjalankan tugasnya 

menjadi seorang tenaga kerja.  

Penulis sebagai mahasiswa Pajak melakukan magang di KPP 

Pratama Medan Timur. KPP Pratama Medan Timur memiliki salah satu 

tugas pada bagian pelayanan seperti melaporkan SPT Tahunan. Surat 

Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada 

pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan 

mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-

Undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh wajib 

pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Harapan magang di KPP Pratama Medan Timur untuk membandingkan 
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teori dengan praktek, dimana dalam teori sudah diberikan dalam 

perkuliahan, sedangkan dalam praktek dapat memberikan langsung. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan pengisian SPT dikarenakan laporan tentang Tata Cara 

Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Laman DJP 

Online Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, karena masih 

banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum paham mengenai Tatacara 

pelaporan SPT menggunakan laman DJP Online di KPP Medan Timur. 

Terutama kalangan yang sudah berumur yang kurang paham tentang 

teknologi zaman sekarang. Oleh karena itu, Penulis mengangkat judul ini 

sebagai bahan untuk Laporan Program Pengalaman Lapangan agar bisa 

mengembangkan tentang penggunaan laman DJP Online untuk lebih 

mudah dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. 

B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan  

Program Pengalaman Lapangan (PPL) di laksanakan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan praktek kerja yang 

dilakukan mahasiswa. Pada kesempatan ini penulis melaksanakan Program 

Pengalaman Lapangan yaitu bagian Pelayanan untuk melayani dan 

membantu Wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi 

mulai dari tanggal 23 Februari 2023 sampai tanggal 25 Mei 2023. 

Pada bagian ini penulis belajar tentang bagaimana pelayanan 

terhadap WP dalam membantu WP pada saat pelaporan SPT tahuanan 

orang pribadi melalui laman DJP online, selain itu penulis juga belajar 

tentang ketelitian, kecepatan, kesabaran serta memperoleh masukan atau 
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umpan baik guna memperbaiki dan mengembangkan kemampuan 

diridengan disiplin ilmu yang dijalani. 

C. Tujuan Dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan  

Adapun tujuan Program Pengalaman Lapangan agar mahasiswa 

mampu Untuk menambah wawasan dan keterampilan serta memperoleh 

pengalaman kerja selama mengikuti kegiatan PPL, untuk megetahui 

bagaimana penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), untuk 

meningkat profesionalisme serta menambah pengembangan ilmu 

pengetahuan mahasiswa/i di bidang perpajakan, untuk mengaplikasikan 

ilmu yang telah di peroleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan di 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ke bentuk praktik yang nyata 

di dunia kerja. 

Meningkatkan kemampuan dalam mengahadapi dan mengatasi 

masalah baru yang muncul dalam dunia kerja sehari-hari guna 

membangun jiwa kerja yang handal dan profesional dan mengembangkan 

kemampuan mahasiswa untuk berbaur dalam suasana dunia kerja 

sesungguhnya. 

Adapun manfaat Program Pengalaman Lapangan memiliki manfaat 

sebagai berikut : 

a) Manfaat bagi Mahasiswa 

Untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab 

serta kedisiplinan yang nantinya sangat dibutuhkan ketika memasuki 

dunia kerja yang sesungguhnya, dapat meningkatkan pengalaman 

kerja bagi mahasiswa dalam keterampilan praktek kerja, 
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mengembagkan karaktek profesional yang dibutuhkan mahasiswa 

untuk memasuki dunia kerja yang nyata, membangun hubungan yang 

baik dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur 

dan menambah pengetahuan mengenai cara-cara yang dilakukan seksi 

pengawasan dan pelayanan dikantor pajak dalam pelaporan SPT 

tahunan orang pribadi melalui laman DJP online. 

b) Manfaat bagi lembaga Pendidikan 

Pelaksanaan PPL ini diharapkan dapat membina hubungan baik 

dan kerja sama antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dan sebagai 

sarana untuk mengetahui sejauh mana kualitas sumber daya manusia 

yang dihasilkan dalam suatu lembaga pendidikan. 

c) Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dapat membantu 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membantu dan 

meringankan beban kegiatan operasional tertentu pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur serta dapat meningkatkan 

kualitas dengan merekrutsejumlah lulusan dari lembaga pendidikan 

yang menjadi mprioritas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 

Timur.
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BAB II 

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN 

A. Kajian Teori  

1. Pengertian dan Fungsi Pajak  

Pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan 

terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau 

institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk 

membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak merupakan 

salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di 

pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai 

anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. 

Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan 

undang-undang. 

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum 

guna menutup  biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif  untuk 

mencapai kesejahteraan umum.Lembaga Pemerintah yang mengelola 

perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) 

yang merupakan salah satu direktorat jendral yang ada dibawah 

naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. 

Terdapat macam-macam definisi tentang pajak yang dikemukakan 

oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut. 

Menurut  Adriani 

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
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peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat 

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung 

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Menurut  Smeets  

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui 

norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra 

prestasi yang ditunjukkan dalam halyang individual. 

Berdasarkan definisi diatas, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan 

tidak mendapat balas jasa secara langsung.  

Adapun fungsi pajak menurut Mardiasmo yaitu; 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran- pengeluarannya. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi. 

2. Asas Pemungutan pajak 

Asas pemungutan pajak ini dibuat agar menjadi pedoman dalam 

pembuatan regulasi perpajakan di Indonesia. Secara umum, asas pajak 

yang diterapkan di dunia terdapat tiga saja, yaitu asas domisili (tempat 

tinggal), asas sumber dan asas kebangsaan. 
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a) Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak 

atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di 

wilayahnya, baik penghasilan dari dalam negeri maupun luar 

negeri. 

b) Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak 

atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa 

memperhatikan tempat tinggal Wajin Pajak.Setiap orang 

memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas 

penghasilan yang diperolehnya tadi. 

c) Asas Kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan 

dengan kebangsaan suatu negara.Misalnya pajak bangsa asing di 

Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan 

berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. 

 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu: 

1. Official Assesment System 

Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta 

memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur 

perpajakan.Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan 

pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan 

(peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). 
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2. Self Assesment System  

Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan mengitung serta 

pelakasanaan pajak berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Psjsk 

dianggap mampu menghitung pajak, mampun memahami 

peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai 

kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya 

membayar pajak.  

3. With Holding System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang 

kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan 

undang-undang perpajakan yang berlaku. 

 

B. Deskripsi Data 

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 

Timur 

Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda. 

Kantor Pelayanan Pajak pada saat itu bernama Belasting, yang 

kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi 

Keuagan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak 

dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan 

Republik Keuangan Indonesia. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 

Kantor Inspeksi Pajak, yaitu: 

1) Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan 

2) Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara 
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3) Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar 

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Medan Selatan dipecah 

menjadidua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor 

Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pajak, dan 

dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat, maka didirikanlah 

Kantor Inspeksi Medan Timur. 

Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat didalam 

pembayaran pajak, maka berdasarkan pada keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No.267/KMK.01/1989, diadakanlah 

perubahan secara menyeluruh kepada Direktorat Jenderal Pajak yang 

mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang berubah nama 

menjadi Kantor Pelayanan Pajak, sekaligus dibentuknya Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. 

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No.758/KMK.01/1993 tertanggal 19 agustus 1993, maka 

pada tanggal 1 april 1994 didirikanlan Kantor Pelayanan Pajak Medan 

Kota. Terhitung tanggal 1 april 1994, Kantor Pelayanan Pajak berubah 

menjadi 4 wilayah kerja yaitu : 

1) KantorPelayananPajak Medan Timur 

2) Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat 

3) Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara 

4) Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai 

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan 

modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka 
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struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak perlu diubah, baik dilevel 

kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun level kantor 

operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. 

Sebagai langkah pertama untuk memudahkan wajib pajak, ketiga 

jenis kantor pajak yang ada yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor 

Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka) dilebur menjadi Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama). Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama yaitu instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak yang berada 

langsung dibawah tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I). KPP Pratama 

akan melayani PPh, PPN, PBB, BPHTB. Selain itu KPP Pratama juga 

melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang 

memutuskan keberatan, struktur organisasi KPP Pratama berdasarkan 

fungsi pajak bukan jenis pajak. 

Adapun KPP Pratama yang bernaung di lingkungan Kanwil DJP 

Sumut I adalah: 

1) KPP Pratama Medan Timur 

2) KPP Pratama Medan Barat 

3) KPP Pratama Medan Petisah 

4) KPP Pratama Medan Polonia 

5) KPP Pratama Medan Kota 

6) KPP Pratama Medan Timur 

7) KPP Pratama Lubuk Pakam 
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8) KPP Pratama Binjai 

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan 

modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka 

struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak perlu diubah, baik dilevel 

kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun level kantor 

operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. 

Sebagai langkah pertama untuk memudahkan wajib pajak, ketiga 

jenis kantor pajak yang ada yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan 

KantorPemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka) dilebur menjadi 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama). Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama yaitu instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak yang 

berada langsung dibawah tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I). 

KPP Pratama akan melayani PPh, PPN, PBB, BPHTB. Selain itu KPP 

Pratama juga melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga 

yang memutuskan keberatan, struktur organisasi KPP Pratama 

berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak. 

Adapun KPP Pratama yang bernaung di lingkungan Kanwil DJP 

Sumut I adalah: 

1) KPP Pratama Medan Timur 

2) KPP Pratama Medan Barat 

3) KPP Pratama Medan Petisah 

4) KPP Pratama Medan Polonia 
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5) KPP Pratama Medan Timur 

6) KPP Pratama Lubuk Pakam 

7) KPP Pratama Binjai 

 

2. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Timur 

Sebagai bagian Direktorat Jendral Pajak (DJP) KPP Pratama 

Medan Timur memiliki visi dan misi yang sejalan dengan DJP. Adapun 

visi dan misi KPP Pratama Medan Timur sebagai berikut: 

1) Visi 

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan system 

administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan percaya 

masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. 

2) Misi 

KPP Pratama Medan Timur Menghimpun penerimaan pajak 

Negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu 

mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara melalui system administrasi perpajakan yang  

efektif. 

 

3. WilayahKerja KPP PratamaMedan Timur 

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan 

TimurterdiridariempatKecamatan yaitu: 

1) KecamatanMedanPerjuangan 

2) Kecamatan Medan Tembung 

3) Kecamatan Medan Timur 
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4. Kegiatan Operasional KPP Pratama MedanTimur 

Kantor pelayanan pajak Pratama Medan Timur mempunyai tugas 

pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan 

dibidang pajak penghasilan (PPH), Pajak pertambahan Nilai (PPN), 

PajakPenjulan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung 

Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya                      

berdasarkan peraturan yang berlaku.dalam melakukan tugasnya, 

Kantor Pajak pratama Medan Timur menyelengggarakan fungsi: 

1) Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek,dan 

objek pajak. 

2) Penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan. 

3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan 

dan pengolahan surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat 

lainnya. 

4) Penyuluhan perpajakan. 

5) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP). 

6) Pelaksanaan ekstensifikasi Perpajakan. 

7) Penatausahaan piutang dan pelaksanaan penagihan pajak. 

8) Pelakasanaan Pemeriksaan pajak. 

9) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. 

10) Pelaksanaan konsultasi perpajakan dan pelakasanaan int ensifikasi 

perpajakan. 

11) Pembetulan ketetapan pajak 
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12) Pengurangan pajak Bumi dan Bangunan (PSB) serta Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

5. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur 

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi untuk 

menggambarkan secara jelas unsu-unsur yang membantu pimpinan 

dalam menjalankan perusahaan.Dengan adanya struktur organisasi 

yang jelas dapat diketahui posisinya, tugas dan wewenang setiap 

anggotanya. Tujuannya adalah untuk pencapaian kerja dalam 

organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja dalam 

organisasi yang berdasarkanpada pola hubungan kerja serta lalu lintas 

wewenang dan tanggung jawab. Jenis struktur organisasi yang 

digunakan oleh pelayanan Kantor Pajak Pratama Medan Timur adalah 

menggunakan jenis struktur organisasi Linier dan staff, yang berada 

dibawah naungan kordanisasi Kepala kantor Wilayah I Dirjen Pajak 

Sumbagut,di mana seluruh pegawainya adalah Pegawai Negeri Sipil 

dibawah naungan Kementerian Kuangan Republik Indonesia. 

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur 

berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak. Kantor                                     

pelayanan pajak Pratama Medan Timur membawa 10 seksi/Subbagian 

umum dan kelompok fungsional pemeriksa pajak yang mana Seksi 

waskon terdiriorang Account Representative (AR).Dibantu pelaksana 

Kantor PelayananPajak Pratama Medan Timur dipimpin oleh Seorang 

Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagaian   Umum dan   dibantu oleh Account 

Representative (AR) dan pelaksana. 
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Adapun Seksi/Sub Bagian Umum dan kelompok fungsional tersebut 

adalah: 

1) Sub Bagian Umum 

2) Sub Pelayanan 

3) Seksi Penagihan 

4) Seksi Pemeriksaan 

5) Seksi Estenstifikasi 

6) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I) 

8) Seksi Pengawasan dan KonsultasiII (Waskon II) 

9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Waskon III) 

10) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (Waskon IV) 

11) Kelompok Jabatan Fungsional 
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Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur 

 

 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Medan Timur 
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Seksi Pengawasan 
dan Konsultasi III 
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Seksi Pengawasan 
dan Konsultasi V 

 

  

  

 
Seksi Pengawasan 
Dan Konsultasi VI 

 

 

 
 

Sumber: KPP Pratama Medan Timur 

 

Gambar2.1 Struktur Organisasi KPP Medan Timur 
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C. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan 

1. Jenis dan Bentuk Kegiatan PPL 

Berdasarkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur 

penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan, terhitung mulai 

dari 23Februari 2023 sampai dengan 25 Mei 2023 yaitu yaitu setiap 

hari jam kerja di kantor Pelayanan Pajak Pratama Timur dan waktu 

kegiatan yang telah disediakan kepada penulis selama berada di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Timur terbagi menjadi dua sesi yaitu sesi 

pagi mulai dari jam 07.30-12:00 WIB dan sesi siang mulai 13:15-16:00 

WIB. Selama melaksanakan praktek Pengalaman Kerja Lapangan, 

penulis ditempatkan di bagian pelayanan. Adapun bentuk kegiatan 

yang penulis lakukan selama PPL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Medan Timur adalah: 

a) Membantu Wajib Pajak mendaftar DJP Online 

b) Membantu Wajib Pajak memvalidasi NIK menjadi NPWP 

c) Mengasistensi pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi  

d) Mengingatkan kembali kepada Wajib Pajak untuk segera lapor SPT 

tahunan dan memvalidasi NIK menjadi NPWP melalui telepon 

kantor 

e) Melakukan LDK ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

dan Cente Point 

 

2. Prosedur Kerja Pada KPP Pratama Medan Timur 

Dalam melaksanakan prosedur Program Pengalaman Lapangan, 

penulis wajib  mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan oleh 
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Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Adapun prosedur kerja 

yang penulis kerjakan di seksi pelayanan dan seksi pengawasan: 

a) Membantu Wajib Pajak mendaftar Akundan Log In DJP Online 

Penulis ditugaskan oleh pegawai di bidang seksi pelayanan 

untuk membantu Wajib Pajak apabila Wajib Pajak belum 

mempunyai akun DJP Online.Adapun prosedur kerja yang penulis 

lakukan dalam melayani Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 

Pertama-tama penulis memberikan salam dengan Wajib Pajakdan 

menanyakan hal apa yang dapat saya bantu.Jika Wajib Pajak ingin 

mendaftar Akun DJP Online, maka penulis terlebih dahulu 

meminta bebrapa data seperti Efin dan NPWP milik Wajib Pajak 

tersebut. Setelah Wajib Pajak memberikan data tersebut, penulis 

mengisi registrasi akun mulai dari Efin, NPWP dan Kode 

Keamanan lalu klik submit. 

 

 

 

Setelah disubmit, selanjutnya penulis megisi data seperti Nama 

Wajib Pajak, Email, nomor handphone, password dan konfirmasi 

password, setelah itu klik simpan. 

 

 

 

 



20 

 

Setelah selesai, Wajib Pajak dapat melihat Email yang dikirim oleh 

akun pajak.go.id.yang berisi untuk mengaktifkan akun. 

 

 

 

 

Setelah mengklik aktifkan akun, maka web langsung mengarahkan 

ke bagian login DJP Online dan langsung bisa mengisi NPWP, 

password dan kode keamanan untuk masuk ke DJP Onlinenya, jika 

berhasil login maka akun Wajib Pajak tersebut telah berhasil 

diaktifkan dan dapat digunakan. 

 

 

 

 

Sumber : djponline.pajak.go.id 

Gambar 2.2 Tata cara Mendaftar Akun dan Log In DJP Online 

b) Membantu Wajib Pajak memvalidasi NIK menjadi NPWP 

Penulis ditugaskan oleh pegawai di bidang seksi pelayanan 

untuk membantu Wajib Pajak memvalidasi NIK menjadi 

NPWP.Adapun prosedur kerja yang penulis lakukan dalam 

melayani Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 

Pertama-tama penulis memberikan salam dengan Wajib Pajakdan 

menanyakan hal apa yang dapat saya bantu.Jika Wajib Pajak ingin 
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memvalidasi NIK menjadi NPWP, maka penulis terlebih dahulu 

meminta beberapa data seperti KTP, NPWP dan kata sandi akun 

DJP Online milik Wajib Pajak tersebut.Setelah Wajib Pajak 

memberikan data tersebut, maka penulis langsung login ke laman 

DJP Online apabila tidak ada kendala lainnya. 

 

 

 

 

Setelah login, masuk menu profil lalu pilih Data Profil, lalu 

masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, setelah itu cek validasi data 

dengan klik tombol validasi. 

 

 

 

 

Sumber : djponline.pajak.go.id 

Gambar 2.3 Tata cara Memvalidasi NIK menjadi NPWP 

Setelah tervalidasi lalu klik ubah profil, apabila terdapat kendala 

dalam mengubah profil seperti kesalahan tanggal lahir dan lain-

lain, penulis mengarahkan Wajib Pajak agar ke kecamatan 

setempat untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir 

maupun lainnya. 
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Setelah berhasil mengubah profil, bertanya kepada Wajib Pajak 

adakah yang dapat dibantu, jika tidak ada penulis mengucapkan 

terima kasih. 

c) Mengasistensi pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Penulis ditugaskan oleh karyawan seksi pelayanan untuk 

melayani Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengasistensi SPT 

tahunan Orang Pribadi melalui E-Filling. Adapun prosedur kerja 

yang penulis lalukan dalam mengasistensi pelaporan SPT  tahunan 

Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai  berikut: 

Pertama-tama penulis memberikan salam dengan Wajib Pajak dan 

menanyakan hal apa yang dapat saya bantu.Jika Wajib Pajak 

membutuhkan bantuan asistensi pelaporan SPT Tahunan, maka 

penulis meminta beberapa data yang diperlukan untuk asistensi 

SPT Tahunan seperti Bukti Potong, NPWP, Email yang terdaftar 

dan password akunDJP Online milik Wajib Pajak tersebut. 

Apabila terjadi kendala seperti lupa E-mail, kata sandi, maka 

penulis meminta EFIN milik Wajib Pajak tersebut.Setelah tidak ada 

kendala lagi, maka penulis akan melakukan loginke akun DJP 

Online melalui situs resmi www.pajak.go.iddengan memasukkan 

NPWP, kata sandi dan kode keamanan. 
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Setelah login, penulis mengarah ke menu lapor dan pilih layanan 

E-filling. 

 

 

 

 

Selanjutnya pilih buat SPT dan ikuti panduan pengisian E-Filling, 

kemudian akan muncul beberapa pertanyaan dan penulis bertanya 

kepada Wajib Pajak sebelum mengisinya. 

 

 

 

 

 

Setelah dijawab sesuai keadaan Wajib Pajak,  pilih formulir SPT 

Tahunan, jika penghasilan Wajib Pajak lebih dari 60 juta maka 

penulis mengisi formulir SPT Tahunan 1770S dan jika penghasilan 

Wajib Pajak kurang dari 60 juta maka penulis mengisi formulir 

SPT Tahunan 1770SS. 
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Setelah itu pada halaman selanjutnya, penulis melakukan asistensi 

SPT Tahunan dengan Bukti Potong yang telah diberikan oleh Wajib 

Pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya akan muncul ringkasan SPT tahunan dan pengambilan 

kode verifikasi, penulis meminta kepada Wajib Pajak untuk melihat 

kode verifikasinya melalui Email Wajib Pajak tersebut.Setelah SPT 

Tahunan diisi dan dikirim, penulis menyampaikan kepada Wajib 

Pajak untuk melihat Email kembali karena Bukti Penerimaan 

Elektronik SPT Tahunannya dikirim melalui Email. 

 

 

 

 

Sumber : djponline.pajak.go.id 

Gambar 2.4 Tata caraAsistensi Pelaporan SPT Tahunan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 
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Setelah selesail, penulis meminta Wajib Pajak untuk mengisi survei 

yang telah disediakan  dengan memberikan penilaian, kritik, dan 

saran. 

 

 

 

 

 

Sumber : http://bit.ly/surveiasistensiSPT 

Gambar 2.5 Survei Kepuasan Layanan Relawan Pajak 

Setelah memberikan penilaian, kritik, dan saran, penulis bertanya 

kepada Wajib Pajak adakah yang dapat dibantu, jika tidak ada 

penulis mengucapkan terima kasih. 

d) Mengingatkan kembali kepada Wajib Pajak untuk segera lapor SPT 

tahunan dan memvalidasi NIK menjadi NPWP melalui telepon 

kantor 

Penulis ditugaskan oleh karyawan seksi pengawasan untuk 

mengingatkan kembali kepada Wajib Pajak Orang untuk segera 

melaporkan SPT Tahunan dan memvalidasi NIK menjadi NPWP. 

e) Melakukan LDK ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

dan Centre Point 

Penulisditugaskan oleh karyawan seksi pelayanan dan 

pengawasan untuk melayani dan membantu Wajib Pajak Orang 

Pribadi dalam melakukan asistensi SPT Tahunan dan memvalidasi 
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NIK menjadi NPWP pada lokasi yang diberikan seperti di 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan di Centre Point. 

3. Kendala Yang Dihadapi danUpaya Pemecahannya 

Kendala yang dihadapi penulis pada saat mengerjakan pekerjaan 

yang diberikan karyawan dibidang pengawasan dan pelayanan yaitu: 

a) Pada hari pertama pelaksanaan program pengalaman lapangan, 

penulis lumayan sulit dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja 

dikarenakan penulis baru pertama kali memasuki dunia praktik 

lapangan. 

b) Wajib Pajak lupa kata sandi dan lupa Efin ketika Wajib Pajak mau 

melaporkan SPT Tahunannya. 

c) Pada saat memvalidasi NIK menjadi NPWP, terdapat kendala 

dalam mengubah profil seperti kesalahan tanggal lahir dan lain-

lain. 

d) Wajib Pajak belum melakukan pendaftaran akun JP Online 

e) Website DJP Online sering terjadi eror dikarenakan banyaknya 

yang mengakses situs tersebutdalam waktu yang sama. 

f) Wajib Pajak lupa membawa Bukti Potong PPh 21 yang diberikan 

oleh perusahaan tempat Wajib Pajak tersebut bekerja. 

g) Terjadi ketidaksesuaian jumlah pajak yang terdapat dalam Bukti 

Potong PPh21. 

Adapun upaya penulis pada saat melakukan pemecahan masalah yang 

terjadi adalah sebagai berikut : 
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a) Penulis lebih giat lagi dalam berkenalan dan tegur sapa kepada 

karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur 

terkhusus bidang pengawasan dan pelayanan. 

b) Penulis membantu untuk mengubah kata sandi akun Wajib Pajak 

tersebut dan apabila lupa Efin, penulis menagarahkan Wajib Pajak 

untuk meminta Efin terlebih dahulu. 

c) penulis mengarahkan Wajib Pajak agar ke kecamatan setempat 

untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir maupun 

lainnya. 

d) Penulis membantu Wajib Pajak untuk melakukan pendaftaran 

terlebih dahulu sebelum masuk ke akun DJP Online. 

e) Pada permasalahan ini, penulis mencoba mereload kembali website 

tersebut sampai kembali normal, penulis menyarankan kepada 

Wajib Pajak agar melaporkan SPT Tahunannya sebelum tanggal 

jatuh tempo. 

f) Penulis menyarankan kepada Wajib Pajak untuk meminta Bukti 

Potong terlebih dahulu kepada perusahaan Wajib Pajak bekerja. 

g) Penulis meminta kepada Wajib Pajak untuk memperbaiki Bukti d 

PPh 21 tersebut kepada perusahaan tempat Wajib Pajak tersebut 

bekerja. 

D. Analisi Pembahasan 

1. Pengertian dan Fungsi SPT 

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melpoarkan penghitungan atau pembayaran pajak, 
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objek pajak dan atau bukan objek pajak atau harta dan kedwajiban, 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Fungsi SPT menurut Penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU No. 16 Tahun 

2000, adalah:Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan, SPT PPh berfungsi 

sebagai sarana untuk  

a) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah 

pajak yang sebenarnya terutang. 

b) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 

dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan 

pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.  

c) Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang 

pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain 

dalam 1 (satu) Masa Pajak. 

Bagi Pengusaha Kena Pajak, PPN berfungsi sebagai sarana untuk: 

a) Melaporkan dan memepertanggungjawabkan perhitungan jumlah 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

yang sebenarnya terutang. 

b) Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran 

c) Melaporakan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 

dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui 

pihak lain dalam satu Masa Pajak. 

d) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajakyang dipotong 

atau dipungut dan disetorkan. 
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Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, SPT berfungsi sebagai sarana 

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong 

atau dipungut dan disetorkannya. 

 

2. Batas Waktu Penyampaian SPT  

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pada Pasal 3 ayat 1 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu : “Setiap 

Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan 

jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, 

satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta 

menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak 

terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak”. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan 

jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah : 

a) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam 

penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 

dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

b) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan 

objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam 

Surat Pemberitahuan.  

c) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber objek Pajak dan 

unsurunsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (3) 

tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan batas waktu penyampaian 

Surat Pemberitahuan adalah :  
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1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah 

akhir MasaPajak  

2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 

Pajak 17 OrangPribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun 

Pajak  

3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 

Pajak Badan,paling lama 4 bulan setelah akhir tahun Pajak 

 

3. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-

06/PJ/2014Pasal 8 ayat 2 tentang Tata Cara Penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

menggunanakan Formulir SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang menggunakan Formulir 1770 S  atau 1770 SS secara  e-

Filling dan merupakan pegawai tetap pada pemberi kerja tertentu. 

Termasuk penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing melalui 

website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) adalah penyampaian SPT Tahunan melalui 

sistem informasi Pemberi Kerja Tertentu yang terhubung ke sistem 

informasi Direktorat Jenderal Pajak. 

Secara umum, cara lapor SPT Tahunan Orang Pribadi ataupun Badan 

lewat e-Filing Online adalah sebagai berikut: 

a) Siapkan data dan dokumen pendukung lainnya 

b) Buka www.pajak.go.id, pilih “Login”, lalu masukkan NPWP, kata 

sandi, dan kode keamanan. Jika sudah, klik Login 
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c) Pilih Menu Lapor, lalu Pilih Layanan: e-Filing 

d) Pilih Buat SPT 

e) Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk 

pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada 

f) Jika SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. 

Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode 

verifikasi. Kode verifikasi akan dikirim melalui email Wajib Pajak 

g) Masukkan kode verifikasi dan klik Kirim SPT 

h) Jika belum ingin mengirim SPT, Anda dapat klik Selesai dan SPT 

akan tersimpan untuk dapat dilihat dan diedit kembali di menu 

Submit SPT. 

 

4. Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT 

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangaka waktu yang 

telah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, 

Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa dendasebesar : 

a) Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN 

b) Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya 

c) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT tahunan PPh WP 

badan 

d) Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP 

orang pribadi 

Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda adalah 

untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan 

kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT. Tetapi 
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pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan 

terhadap: 

1. WP orang pribadi yang telah meninggal dunia 

2. WP orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas. 

3. WP orang pribadi yang berstatus WNA yang tidak tinggal lagi di 

Indonesia 

4. BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia, WP badan 

yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku  

5. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi 
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam pelaksanaan praktek program pengalaman Lapangan (PPL) 

yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 

penulis dapat menarik beberapa kesimpulan: 

1. Fungsi KPP di bagian Pelayanan yaitu melakukan pengumpulan, 

pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, 

penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, 

serta penilaian objek PBB. Penetapan dan penerbitan produk hukum 

perpajakan. Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, 

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan 

surat lainnya. 

2. Prosedur kerja dibagian Kantor Pajak Pelayanan tugas utamanya 

melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, 

pengadministrasian dokumen dan berkas-berkas perpajakan, 

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), pelaksanaan 

pendaftaran wajib pajak dan penerimaan surat-surat perpajakan lainnya 

3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur ini baik mulai dari 

pelayanannya kepada Wajib Pajak dalam membantu melaporkan SPT 

Tahunan dan lainnya serta karyawannya yang ramah. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis tuangkan dalam Laporan Tugas 

Akhir ini selama Praktek Pengalaman Lapangan di Kantor Pajak 

Pelayanan Pratama Medan Timur yaitu :  

1. KPP Pratama Medan Timur disarankan untuk lebih meningkatkan 

sosialisasi tata cara pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan 

laman DJP Online dalam melaporkan pajaknya. Sosialisasi dapat 

dilakukan secara langsung maupun melalui media seperti brosur, 

media sosial dan lain-lain agar Wajib Pajak dapat mengetahui 

bagaimana cara menggunakan laman tersebut. Sebaiknya sosialisasi 

tidak hanya dilakukan pada masa pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak 

saja seperti pada bulan Januari sampai dengan Maret, tetapi juga pada 

bulan-bulan lainnya. 

2. Untuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara agar selalu 

menjalin hubungan baik antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur agar kedepannya dapat 

mempermudah mahasiswa dalam menjalin kerja sama ataupun 

pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan berikutnya. 

3. Untuk Mahasiswa magang selanjutnya, ilmu yang didapatkan dari 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun dari KPP 

Pratama Medan Timur bisa diterapkan didunia kerja agar dapat 

bersaing dengan baik. 
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